BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINS] SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 6 TAHUN 2020 .
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2017
tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Isin Gangguan di
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Pangkajene  dan Kepulauan Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
tertentu sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pangka jene dan
Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan  Kepulauan Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu perlu dilakukan perubahan;



Mengingat :

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

1.

3.

0.

sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Pangka jene dan Kepulauan tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 32009 };

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung' (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Iindonesia Nomeor 4247);

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004

tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4444});



10,

il.

12,

13.

14.

15.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan  Pertanian,Perikanan dan  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor ©8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5049); :

Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S073);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang - undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan lLembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995
tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia
Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20]9
tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I
Pangkajene dan Kepulauan Nomeor 1 Tahun 1989
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan {Lembaran
Daerah Tahun 1989 Nomor 2 j;



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

dan
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN DEARAH MOMOR 3
TAHUN 2012 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomeor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2012 Nomor 3}
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 7 diubah, angka
13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18,
angka 19, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23
angka 24 dan angka 25 dihapus sehingga pasal 1 berbunyi
sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  pemerintah daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat

10.

11.

12.

13.
14.

15.

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan / atau Retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD bersama Bupati.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pangkajene dan
Kepulauan.

Orang adalah pribadi atau perseorangan yang melakukan
kegiatan usaha dan mendapatkan keuntungan.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa,
Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga,
Bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

Iingkungan.
dihapus
dihapus

dihapus



16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
29,

26.

2.

28.

29,

30.

dihapus
dihapus
dihapus
dihapus
dihapus
dihapus
dihapus
dihapus
dihapus
dihapus

Kawasan Industri adalah Kawasan tempat perﬁusatan
kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan
sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang
disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan
industri.

Kawasan Berikat adalah suatu Bangunan, tempat atau
Kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya
dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan
bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan,
penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan
pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau
barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia
lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Kawasan Ekonomi Khusus adalah Kawasan dengan batas
tertentu dalam wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan
fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas
umuim.

Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan
kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang
menghubungkan antara ibukota provinsi, dan jalan
strategis nasional, sertajalan tol (ditetapkan oleh menteri}.



31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam
sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota
Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota
Kabupaten/Kota dan jalan strategis provinsi (ditetapkan
oleh Gubernur).

Jalan Kabupaten adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan
jalan primer yang termasuk pada jalan Nasional dan
Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan
ibukota Kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota
Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat
kegiatan lokal, serta jalam umum dalam sistemn jaringan
jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten,dan jalan strategis
Kabupaten (ditetapkan oleh Bupatij.

Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar Desa
yang satu dengan Desa yang lain.

Angkutan adalah Pemindahan orang atau Barang dari suatu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan dalam jangka
waktu tertentu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
kepada pengusaha pengangkutan dengan kendaraan
bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa Angkutan
Penumpang dan Barang pada trayek yang ditentukan dalam
Kabupaten.

Trayek adalah Lintasan Kendaraan umum untuk Pelayanan
Jasa Angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang
dan angkutan khusus yang mempunya asal dan tujuan
perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun
tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.

Mikrolet adalah Setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
sebanyak-banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak
termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Mini Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi
lebih dari 9 (sembilan) tempat duduk dan sebanyak-
banyaknya 25 (dua puluh lima) tempat duduk, tidak
termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.



39.

40.

41.

42,

43.

44,

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang
dilengkapi lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada
orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan Pelayanan
Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang
selanjutnya dapat disingkat SPTORD adalah surat yang
dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data
Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang
menurut  Peraturan Perundang-undangan Retnibusi
Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang
terutang,

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti Pembayaran atau
Penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerali Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran
Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.



45.

46.

47.

48.

49.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan / atau sanksi Administratif berupa dan /
atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan
yang membetulkan Kesalahan Tulis, Kesalahan Hitung,
dan / atau Kekeliruan dalam Penerapan Ketentuan
Tertentu dalam Peraturan Perundang - undangan yang
terdapat dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah Lebih bayar, Surat Tagihan Retribusi
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi Keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan laba rugi untuk
periode tahun Retribusi tersebut.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objck dan subjek retribusi,

penentuan besarnva retribusi vang terutang sampai

“kegiatun  penagihan wanb retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang
dilaksanakan secara ob jektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengup
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
dan/atau tujuan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang -
undangan Retribusi Daerah.



50. Masa retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

51. Penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkailan tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari. serta mengumpulkan bukti
yvang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Ketentuan Pasal 2 huruf a dan huruf ¢ dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam
Peraturan Daerah 12ini adalah :

a. dihapus;

b. retribusi izin trayek;

c. dihapus.

. Ketentuan Pasal 3 dihapus, Pasal 4 dihapus, Pasal 5
dihapus, Pasal 6 dihapus, Pasal 7 dihapus, Pasal 8 dihapus,

Pasal 9 dihapus, Pasal 10 dihapus, Pasal 11 dihapus dan

Pasal 12 dihapus.

Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 46
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46
(1} dihapus

(2) Tarif retribusi Perizinan Tertentu ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga} tahun sekali dengan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian.



Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal eptember 2020

BUPA N KEPULAUAN

Diundangkan di Pangkajene
al, 2 September 2020

o

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 6

REGISTRAS]I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR

B.HK.HAM.04.47.20



